
 

  

 

Mamuju, 24 Oktober 2024 

Nomor : 1384/PM.00.02/K.SR-03/10/2024     
Sifat : Penting 
Lampiran : -        
Perihal : lmbauan 
 
    
Kepada Yth. 

Pj. BUPATI KABUPATEN MAMUJU 

 Di- 

         Tempat 

 

A. Dasar Hukum : 
 

1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah 

Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan 

Walikota menjadi Undang-Undang sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir 

dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah 

Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-

Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti 

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota 

menjadi Undang-Undang; 

2. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2017 Tentang 

Pengawasan Kampanye Peserta Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan 

Wakil Bupati, Serta Wali Kota Dan Wakil Wali Kota 

3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2018 Tentang Perubahan 

Atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2017 Tentang 

Pengawasan Kampanye Peserta Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan 

Wakil Bupati, Serta Wali Kota Dan Wakil Wali Kota; 

4. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2024 tentang Pengawasan 

Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Walikota Dan 

Wakil Walikota; 

5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan dan Jadwal 

Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan 

Wakil Walikota Tahun 2024;  

6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2024 tentang Kampanye Pemilihan 

Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil 

Walikota. 
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B. IMBAUAN 
 

Sehubungan dengan pelaksanakan tugas dan wewenang Bawaslu Kabupaten 

Mamuju dalam melakukan pencegahan pelanggaran pada Tahapan Kampanye 

Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur dan Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan 

Wakil Walikota dalam Pemilihan Tahun 2024, maka dengan ini Bawaslu Kabupaten 

Mamuju Mengimbau kepada Pemerintah Kabupaten Mamuju untuk memperhatikan hal-

hal sebagai berikut: 

I. Bahwa berdasarkan Pasal 71 Undang-Undang Pemilihan menyatakan bahwa: 

(1) Pejabat negara, pejabat daerah, pejabat aparatur sipil negara, anggota 

TNI/POLRI, dan Kepala Desa atau sebutan lain/Lurah dilarang membuat 

keputusan dan/atau tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu 

pasangan calon.  

(2) Gubernur atau Wakil Gubernur, Bupati atau Wakil Bupati, dan Walikota atau 

Wakil Walikota dilarang melakukan penggantian pejabat 6 (enam) bulan sebelum 

tanggal penetapan pasangan calon sampai dengan akhir masa jabatan kecuali 

mendapat persetujuan tertulis dari Menteri.  

(3) Gubernur atau Wakil Gubernur, Bupati atau Wakil Bupati, dan Walikota atau 

Wakil Walikota dilarang menggunakan kewenangan, program, dan kegiatan 

yang menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan calon baik di daerah 

sendiri maupun di daerah lain dalam waktu 6 (enam) bulan sebelum tanggal 

penetapan pasangan calon sampai dengan penetapan pasangan calon terpilih.  

(4) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (3) berlaku 

juga untuk penjabat Gubernur atau Penjabat Bupati/Walikota.  

(5) Dalam hal Gubernur atau Wakil Gubernur, Bupati atau Wakil Bupati, dan 

Walikota atau Wakil Walikota selaku petahana melanggar ketentuan 

sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3), petahana tersebut dikenai 

sanksi pembatalan Kabupaten/Kota.  

(6) Sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (3) yang 

bukan petahana diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-

undangan.  

II. Bahwa berdasarkan pasal 60 Peraturan KPU Nomor 13 Tahun 2024 menyatakan 

bahwa: 

(1) Selama masa Kampanye, gubernur, wakil gubernur, bupati, wakil bupati, 

walikota, wakil walikota, pejabat negara lainnya, atau pejabat daerah yang 

mengikuti Kampanye sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53, dilarang:  

a. menggunakan fasilitas negara yang terkait dengan jabatannya untuk 

kepentingan pemenangan dalam Pemilihan; dan  
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b. menggunakan kewenangan, program, dan kegiatan yang terkait dengan 

jabatannya, yang menguntungkan atau merugikan Pasangan Calon lain di 

wilayah kewenangannya dan di wilayah lain.  

(2) Fasilitas negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, berupa:  

a. kendaraan dinas pejabat negara dan kendaraan dinas pegawai, serta alat 

transportasi dinas lainnya;  

b. gedung kantor, rumah dinas, rumah jabatan milik pemerintah, milik 

pemerintah daerah, kecuali daerah terpencil, yang pelaksanaannya harus 

memerhatikan prinsip keadilan;   

c. sarana perkantoran, radio daerah dan sandi/telekomunikasi milik pemerintah 

daerah dan peralatan lainnya; dan/atau  

d. fasilitas lainnya yang dibiayai oleh anggaran pendapatan dan belanja negara 

atau anggaran pendapatan dan belanja daerah.  

III. Bahwa berdasarkan pasal 61 Peraturan KPU Nomor 13 Tahun 2024 menyatakan 

bahwa: 

(1) Gubernur, wakil gubernur, bupati, wakil bupati, walikota, atau wakil walikota 

yang mencalonkan kembali pada daerah yang sama selama masa Kampanye 

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54, dilarang:  

a. menggunakan fasilitas negara yang terkait dengan jabatannya; dan  

b. menggunakan kewenangan, program, dan kegiatan yang terkait dengan 

jabatannya, yang menguntungkan atau merugikan Pasangan Calon lain di 

wilayah kewenangannya dan di wilayah lain.  

(2) Fasilitas yang terkait dengan jabatannya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

huruf a, berupa:  

a. kendaraan dinas pejabat negara dan kendaraan dinas pegawai, serta alat 

transportasi dinas lainnya;  

b. gedung kantor, rumah dinas, rumah jabatan milik pemerintah, milik 

pemerintah daerah, kecuali daerah terpencil, yang pelaksanaannya harus 

memerhatikan prinsip keadilan;  

c. sarana perkantoran, radio daerah dan sandi/telekomunikasi milik 

pemerintah daerah, dan peralatan lainnya; dan/atau  

d. fasilitas lainnya yang dibiayai oleh anggaran pendapatan dan belanja 

negara atau anggaran pendapatan dan belanja daerah. 

IV. Bahwa berdasarkan pasal 62 ayat (2) Peraturan KPU Nomor 13 Tahun 2024 

menyatakan Bahwa: 

(2) Pejabat negara, pejabat daerah, pejabat aparatur sipil negara, anggota 

Kepolisian Negara Republik Indonesia, anggota Tentara Nasional Indonesia, 
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dan Kepala Desa atau sebutan lain/Lurah dilarang membuat keputusan 

dan/atau tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu Pasangan 

Calon. 

V. Bahwa berdasarkan hal tersebut di atas, maka disampaikan kepada Pemerintah 

Kabupaten Mamuju untuk memastikan proses penyaluran bantuan dana gempa 

tahap II agar dilakukan dengan tidak menguntungkan dan/atau merugikan salah satu 

Pasangan Calon pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur dan Bupati dan 

Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota dalam Pemilihan Tahun 2024, serta 

mematuhi setiap ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. 

 

Demikian imbauan ini kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya 

diucapkan terimakasih. 

 
 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

Tembusan Kepada Yth : 
1. Pj. Gubernur Sulawesi Barat; 
2. Ketua Bawaslu Provinsi Sulawesi Barat; 
3. Arsip.  

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM 
KABUPATEN MAMUJU 

 
KETUA 

 
 
 
 
 

R U S D I N 
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